PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDK DAN PERLINDUNGAN KORBAN

SALAH TANGKAP DALAM PROSES PENYIDIKAN by Pasaribu, Roma Doly Hasiholan
53 
 
 
 
BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab 
sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang 
antara lain berupa: 
1. Akibat hukum bagi penyidik yang terbukti melakukan salah tangkap dan 
telah disidang di KKIP ( Komisi Kode Etik Polri) maka sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin 
Anggota Polri Pasal 9: 
a. Teguran tertulis; 
b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; 
c. Penundaan kenaikan gaji berkala; 
d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; 
e. Mutasi yang bersifat demosi; 
f. Pembebasan dari jabatan; 
g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari. 
2. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap berdasar Pasal 68 
KUHAP adalah korban berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya. Pengaturan 
mengenai tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 95 dan pengaturan 
mengenai rehabilitasi telah diatur dalam Pasal 97 KUHAP. 
B. Saran 
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Berdasarkan hasil temuan penulis dalam penelitian ini, dengan sangat 
rendah hati penulis memberikan saran yang berupa: 
1. Hendaknya penyidik lebih memahami lagi hak-hak dasar yang dimiliki 
oleh orang yang diduga sebagai tersangka yang telah diatur dalam 
KUHAP serta asas-asas dalam beracara, hal ini dapat dilakukan dengan 
memberikan pendidikan hukum lebih lanjut kepada penyidik. 
2. Penyidik harus lebih teliti dalam menulis data-data indentitas lengkap 
orang yang diduga sebagai tersangka agar tidak terjadi error in persona 
pada saat dilakukan penangkapan oleh penyidik. 
3. Hendaknya bagian pengawasan penyidikan lebih ketat dalam melakukan 
pengawasan terhadap penyidk dalam setiap proses penyidikan agar tidak 
terjadi lagi salah tangkap dalam penyidikan. 
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